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a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
Nomor : 171 / 006 / FPKB / VIII / 2007, perihal Reposisi Keanggotaan
Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Batang, maka guna kelancaran
pelaksanaan tugas — tugas DPRD, perlu segera dilakukan Reposisl
Anggota Badan Kehormatan dari Fraksi PKB;

b. bahwa Reposisi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud huruf a,
telah dibicarakan melalui Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan
Fraksi — fraksi, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Nomor : 42 / DPRD. Rapim / VIIT / 2007 tanggal 6 Agustus 2007, dan
telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna tanggal 23 Agustus 2007,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ba}tang Nomor : 188.3/09/ 2006
tentang Peresmian Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Badan
Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Undang — Undang Nomor : 9 tahun 1965 tent?mg Pembeptukan Daerah
Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Repub}lk Indonc?sm tahun 1965
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang undang Nomor 28 Tahun .1999 ter}tang Penyelenggaraan Negara
ih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran
blik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
epublik Indonesia nomor 3851);

I[\IJi%zr:gRgn dang Nomor 17 Tahup 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repupllk Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negard Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Devxfan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republ_ik Indonegia Tahun 2003 Nomor 92, Tambah
Negara Republik Indonesia Nomor 4310); i Lemibarn
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